




1.1. Latar Belakang 
Perbaikan dalam pengungkapan terkait akun dalam Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah/Pusat (LKPD/LKPP) telah menjadi bagian penting dari agenda 
reformasi tata kelola pemerintah. Khususnya mengenai aset tetap, hal ini sudah 
menjadi permasalahan yang hampir selalu terjadi di dalam laporan keuangan. 
Sehingga wajar jika opini yang diperoleh masih sedikit yang mendapat kriteria wajar 
tanpa pengecuaian (WTP). 
Permasalahan yang menghambat pencapaian opini WTP antara lain laporan 
keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan terkait akun aset tetap, kas, belanja modal, dan SiLPA yang berdampak 
material terhadap kewajaran laporan keuangan. Sementara yang menjadi 
permasalahan khususnya dalam pengungkapan aset tetap adalah pencatatan dan 
pelaporan yang tidak memadai.  
Beberapa temuan kasus yang masih terjadi terkait aset tetap yaitu adanya aset 
berupa tanah, kendaraan dan aset lainnya yang dikuasai pihak lain. Selain itu, terdapat 
juga temuan adanya aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya. PSAP 07 mengatur 
kewajiban untuk mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap. Aset 
milik pemda yang dikuasai pihak lain apabila tidak diungkapkan dengan memadai 
dalam laporan keuangan dikhawatirkan akan berpindah kekuasaan yang menyebabkan 
kerugian atas hilangnya aset tersebut. 
2 
 
Permasalahan lainnya yaitu adanya pembelian aset yang berstatus sengketa 
serta pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas yang tidak sesuai ketentuan. Hal 
tersebut mengakibatkan pengungkapan aset dalam laporan keuangan tidak memadai. 
Riset tentang kepatuhan pengungkapan sebelumnya adalah mengenai 
pengaruh diterbitkannya peraturan terhadap pengungkapan risiko di Spanyol (Mónica 
Hernández-Madrigal, 2012) dan pengaruh karakteristik daerah terhadap kepatuhan 
pengungkapan secara menyeluruh dalam laporan keuangan (Setyaningrum, 2012). 
Patrick (2007) menemukan bahwa ukuran, kesempatan berinovasi, 
diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, ketersediaan  slack resources, dan 
pembiayaan utang merupakan karakteristik yang memiliki asosiasi positif terhadap 
penerapan inovasi administrasi GASB 34, sedangkan  intergovernmental revenue 
memiliki asosiasi negatif.  
Liestiani  (2008)  menemukan  bahwa kekayaan, kompleksitas pemerintahan, 
dan jumlah temuan audit memengaruhi tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan 
Lesmana (2010) menemukan bahwa umur Pemda dan rasio kemandirian keuangan 
daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Hasil 
berbeda terdapat pada penelitian Suhardjanto et al. (2010)  dengan  menggunakan  
modifikasi model Patrick (2007) yang menemukan bahwa dana perimbangan dan latar 
belakang pendidikan bupati  merupakan  prediktor  yang  signifikan terhadap 
kepatuhan pengungkapan SAP yang wajib. 
1.2. Perumusan Masalah 
Banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mematuhi mandatory 
disclosure sesuai ketentuan pelaporan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan masih 
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adanya pemahaman yang kurang dan rendahnya tingkat kepatuhan pemerintah daerah 
atas ketentuan dalam peraturan terkait pelaporan aset tetap. 
Dari hasil pemeriksaan semester I tahun 2014 atas LKPD Tahun 2013 yang 
memperoleh opini WTP adalah 153 entias (33,55%) dan WDP adalah 276 entias 
(60,52%) dari keseluruhan entias pemerintah daerah yang diperiksa BPK. Secara 
umum LKPD Tahun 2013 menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya. 
Opini dalam hasil pemeriksaan BPK RI sendiri masih banyak dipengaruhi 
oleh hasil pemeriksaan pada akun aset. Dalam LK pemda aset memang masih memiliki 
porsi yang cukup dominan (disamping belanja), sehingga wajar jika kesalahan yang 
terjadi bersifat materiil (melebihi tingkat PM). 
Dengan masih adanya temuan, yang bahkan masih berulang, terkait 
kepatuhan dalam pengelolaan aset daerah menunjukkan bahwa entitas pemda masih 
kurang responsif dan/atau adanya kemauan yang masih rendah dalam hal perbaikan 
kualitas laporan keuangan yang disusun. 
Suhardjanto dan Yulianingtyas (2010) menyatakan bahwa nilai rerata 
pengungkapan wajib pemerintah daerah di Indonesia tahun 2006 adalah sebesar 
51,56%. Sementara Dyah Setyaningrum dan Febriyani Syafitri (2012) menunjukkan 
bahwa pengungkapan wajib LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia selama periode 
2008-2009 mengalami peningkatan, dari 51,24% pada tahun 2008 menjadi 52,91% 
pada tahun 2009 dengan nilai rata-rata sebesar 52,09%. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa tingkat perkembangan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di 
Indonesia masih rendah. 
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Atas dasar permasalahan yang ada pada riset terdahulu, masalah dalam 
penelitian ini adalah belum adanya (sepanjang pengamatan peneliti) riset tentang 
kepatuhan atas pengungkapan khususnya aset tetap pada laporan keuangan pemerintah 
daerah di Pulau Sulawesi. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
1. Apakah laporan keuangan pemerintah daerah telah menyajikan pengungkapan 
atas aset daerah? 
2. Apakah karakteristik pemerintah daerah mempengaruhi tingkat kepatuhan 
pengungkapan dalam pelaporan aset daerah? 
3. Apakah yang menjadi kendala dalam pengungkapan terkait aset tetap dalam 
laporan keuangan? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Studi ini menganalisis informasi asersi manajemen (pemerintah daerah) yang 
diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Pulau Sulawesi selama 
periode tahun anggaran 2013 untuk mencapai dua tujuan utama: 
1. Untuk menggambarkan bagaimana pengungkapan atas Aset Tetap selama tahun 
anggaran 2013 dan untuk menarik kesimpulan umum tentang praktek-praktek ini. 
2. Untuk mengevaluasi kondisi karakteristik pemerintah daerah yang berpengaruh 
terhadap kepatuhan pengungkapan dan kendala yang dihadapi. 
1.4. Manfaat Penelitian 





1. Bagi penulis 
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait praktik pengungkapan dalam 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
2. Bagi auditor 
Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam melakukan perencanaan 
pemeriksaan. 
3. Bagi pemerintah daerah 
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan 
praktik-praktik yang lebih baik untuk upaya perbaikan pelaporan keuangan. 
4. Bagi akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan teoritis dan tambahan referensi 
terkait kepatuhan pengungkapan aset tetap pemerintah daerah untuk penelitian 
selanjutnya. 
1.5. Orisinalitas Penelitian 
Penelitian tentang kepatuhan pengungkaan dalam laporan keuangan telah 
banyak dilakukan, diantaranya yaitu: Mónica Hernández-Madrigal (2012); Patrick 
(2007); Suhardjanto dan Yulianingtyas (2010); Setyaningrum dan Syafitri (2012). 
Penelitian ini akan menguji kepatuhan pengungkapan atas aset, namun 
demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal. 
1. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Mónica Hernández-Madrigal (2012) 
yang mengamati tren pengungkapan risiko di Spanyol. Penelitian ini menguji 
kepatuhan atas pengungkapan aset daerah. 
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2. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Patrick (2007) yang menguji pengaruh 
karakteristik pemerintah terhadap penerapan administrasi GASB. Sedangkan 
penelitian ini menguji pengaruh kaarakteristik pemerintah daerah terhadap 
pengungkapan aset tetap daerah. 
3. Penelitian ini berbeda dengan Suhardjanto dan Yulianingtyas (2010) yang 
menguji  pengaruh latar belakang pendidikan bupati dan dana perimbangan 
terhadap kepatuhan pengungkapan SAP. Sedangkan penelitian ini tidak 
menggunakan variabel latar belakang pendidikan bupati karena tidak sesuai 
dengan karakteristik daerah. 
4. Penelitian ini berbeda dengan Setyaningrum dan Syafitri (2012) yang menguji 
tingkat kepatuhan seluruh komponen pengungkapan dalam laporan keuangan. 
Sedangkan penelitian ini hanya menguji kepatuhan pengungkapan aset tetap.  
1.6. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam 
penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang digunakan, penelitian 





BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini akan membahas variabel penelitian beserta definisi operasional dan 
pengukurannya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data serta metode analisis data. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan membahas mengenai gambaran objek penelitian, analisis data, 
dan pembahasan dari hasil analisis data mengenai hubungan antara umur administratif, 
size aset, jumlah SKPD, intergovernmental revenue, dan jumlah belanja modal 
terhadap kepatuhan pengungkapan aset tetap. 
BAB V PENUTUP 
Berisi tentang kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 
penelitian dan saran-saran. 
